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Jakarta, 12 Juni 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara pengujian Undang-Undang No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 
PPLH) pada Senin (12/6) pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Perkara yang teregistrasi dengan 
nomor perkara 25/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan lndonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha 
Kelapa Sawit lndonesia (Gapki) dengan materi yang diujikan, yaitu Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 UU No. 
32/2009, dan Pasal 49 UU No. 41/1999. 
 
Pada sidang perdana, Senin (29/5), para Pemohon yang diwakili Refly Harun selaku kuasa hukum menyampaikan, 
penerapan Pasal 69 ayat (2) tidak konsisten, tidak berimbang, dan menimbulkan pertentangan. Di satu sisi, Pasal 69 ayat 
(1) huruf h memuat larangan membakar hutan, tetapi di sisi yang lain, merujuk pada ketentuan penjelasan Pasal 69 ayat (2), 
masyarakat diperbolehkan membakar lahan meskipun bertujuan mengakomodasi kearifan lokal bagi masyarakat untuk 
menanam varietas lokal. Pemohon berdalih, seharusnnya para Pemohon dan masyarakat diperlakukan sama di hadapan 
hukum. Pasalnya, diperbolehkannya pembakaran lahan oleh masyarakat telah merugikan hak konstitusional para Pemohon 
yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pemohon juga menilai ketentuan Pasal 88 UU 32/2009 yang mengatur 
pertanggungjawaban mutlak tanpa adanya pembuktian akan kesalahan merupakan suatu ketentuan yang inkonstitusional 
dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, Pasal 99 ayat (1) UU 32/2009 sangat bertentangan dengan asas 
kepastian hukum sesuai Pasal 28D UUD 1945. Ketentuan Pasal 99 ayat (1) tidak memberikan penjelasan atas frasa 
“kelalaian”, sehingga seringkali frasa “kelalaian” di dalam praktiknya menjadi dasar untuk menyalahkan para Pemohon, 
meskipun telah dilakukan tindakan-tindakan guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya kebakaran hutan 
dan lahan. 

Menurut para Pemohon, berdasarkan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan, keberlakuan frasa “bertanggung jawab 
atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya” seharusnya didasarkan pada tindakan para Pemohon bukan didasarkan 
pada perbuatan pihak-pihak tertentu atau didasarkan pada faktor alam. Meskipun asal muasal titik-titik api bermula dari 
areal kerja para Pemohon, tetapi secara faktual keberadaan api bukanlah hasil tindakan para Pemohon melainkan 
disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maupun faktor alam. Pasal 49 UU PPLH perlu dimaknai atau 
ditafsirkan secara tegas bahwa perusahaan sebagai pemegang izin bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di 
dalam areal kerja, sepanjang kebakaran itu diakibatkan oleh kegiatan/perbuatan perusahaan. 

Oleh karena itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU No. 
32/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memliki kekuatan hukum yang mengikat. Para Pemohon juga meminta 
Pasal 88 UU No. 32/2009 yang berbunyi, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan 
B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup 
bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, 
dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan 
ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sepanjang kerugian tersebut 
disebabkan oleh orang yang bersangkutan”. Selain itu, para Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan Pasal 99 UU 
No. 32/2009 bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau setidak-
tidaknya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai bahwa 
“kelalaian” diberlakukan sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh orang yang bersangkutan. Kemudian, para Pemohon 
meminta agar MK menyatakan Pasal 49 UU No. 41/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemegang hak bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di 
areal kerjanya yang merupakan perbuatan dari pemegang hak tersebut. 
 
Menanggapi dalil para Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan mempertanyakan status para Pemohon yang merupakan 
asosiasi, bukan perseorangan. Manahan juga menyarankan agar para Pemohon dapat menambahkan peraturan lain yang 
tidak dicantumkan sehingga elaborasi dalam permohonan lebih terlihat. Manahan menekankan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH 
sangat bersifat teknis. Sejalan dengan itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo pun meminta para Pemohon untuk mencari benang 
merah dari pernyataan “pertanggungjawaban pidana, tanpa kesalahan”. Sementara itu, Hakim Konstitusi Palguna 
memberikan dua penekanan terkait dalil para Pemohon. Pertama terkait legal standing kedua asosiasi sebagai Pemohon, 
dan kedua terkait kerugian konstitusional para Pemohon yang belum dijabarkan secara jelas. (Sri P./Annisa L.) 
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